LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 8§ TAHUN 2004 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYLIMAS
NOMOR 9 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSI'NAN ORGANISASI DAN TATAKERIJA
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN, TELEMATIEA
DAN ARSIF DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

LEMEBARAN DAERAH
KARBUPATEN BANYTMAS
NOMOR : 7 TAHUN 2004 SERI - D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYLMAS

NOMOR 92 TAHUN 2004

TENTANG
PEMBENTURKAN, SLSUINAN ORGANISAST DAN TATAKERJA
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN, TELEMATIKA DAN
ARSIP DAERAH

KARUPATEN BANYLIMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATT BANYUMAS,

Menimbang :. a. bahwa dengan telah dietapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Talun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perungkat Daerah maka Tugas Pokok,
Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Arsip, Informasi dan Kehumasan Kabupaten
Bamyumas sebagzimana diatur dalam Peraturan
Daegrah Kabupaten Bamyumas ' Nomor 10 Tehun
2002 tentapg Perubahan atas Peraturan Dacrsh
Kabuparen Banyumas Nomor 24 Tahun 2000
tentang Permbentukan, Susunan Organisasi dan
Taakerjia Lembaga Teknis Dazrah Kabupaten
Bamyumas, sudal tidak sesuai lagi ;



Mengingat

bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan
dengan dialihkanya fungsi penclitian dan
pengembangan dari Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas , maka
perlu menetapkan kembali Peraturan Dacrah
Kabupaten Banyumas tentangg Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Penelitian
Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah
Kabupaten Banyumas.

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Dasrah - daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-undang Momor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Megara Tehun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

. Peramran Pemerintah No 16 Tabun 19%4 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (
Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22,
Tambalan Lembaran Negara Nomaor 3547)

. Perauran Pemeriniah Nomor 25 Tabun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomer 54,
‘Tambahan Lembaran Negara Nomaor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentanz
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Megara ‘lahun 2003 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4262);

6. Keputusan Dersama Menteri Pendayagunaan
Aparatur MNegara dan Menteri Dalam Negeri
Nomor: 01/SKR/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun
2003 temang Pemunjuk Pelaksanaan Perawran
Pemerintah Nomor § Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan
Femerintah MNomor Y ‘lashun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.;

Dengan perselujuan

DEWAN PERWAKILAN KAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menctapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATAKERJA BADAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN, TELEMATIKA DAN ARSIP
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

|

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Dazrah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas. .
Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah yang selanjummya disebut
DPRD. adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banyumas

Bupati adalah Dupati Banyumas.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Banyumas.

Badan Penclitian, Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah
adalah Badan Penelitian, Pengembangan, Telematika dan Arsip
Daerah Kabupatzn Banyumas

Kepala Badan adalah Kepala Badan Penclitian, Pengembangan,
Telematika dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas.

Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana sebagian tugas
Badan Penelitian, Pengembangan, Telematika dan Arsip Daerah
yang memiliki wilayah kerja satu atau heberapa Kecamatan yang
selanjuinyz disebm UPT.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak scorang Pegawai Negeri
Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan rugasnya
didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat
mandiri.

-

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pepelitian Pengembangan,
Telamatika dan Arsip Daerah.

BAB 111
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
Radan Penelitian, Pengembangan, Telematika dan Arsip Dacrah adalak
unsur pelaksana wgas terienn Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang

Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melaln
Sekretaris Daerah,

Pasal 4

(1) Badan Penpelitian, Pengzmbangan, Telematika dan Arsip Daersh
mempunyai ugas pokok melaksanakan tugas di bidang penelitian,
pengembangan, telamatika dan arsip daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat
{1), Badan Penelitian, Pengembangan, Telematika dan Acsip Dacrah
mempunyai fungsi :



perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian,
pengembangan, telematika dan arsipdaerah ;

penyusunan rencana dan program kerja Badan;

penyelengparaan kegiatan di bidang penclitian. pengembangan,
telematika danarsip daerah ;

pelaksanaan bimisiisgan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi di
bidang penelitian, pengembangan, telematika dan arsip dacrah; .

penyiapan dan pemberian informasi bidang penelitian,
pengembangan, telematika dan arsip daerah;

pelakszanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta ;
pelaksanaan urusan ketatansahazn dan kerumahtang gaan badan:
pembinaan terhadap UPT dalamn lingkup wgasnya;

pelaksanaan rugas-tugas l2in yang diberikan oleh Bupati.

BARB IV

SUSUNAN DRGANISASI

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Badan Penelitian, Pengembangan. Telematika
dan Arsip Daerah terdiri dari -

(2)

a.

b .

f.

g.

Eezpala Badan;
Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. SubBagian Umum;
2. SubBagian Keuangan dan Bina Program.

Bicang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari

1. Sub Bidang Sesial dan Ekonomi;
2. Sub Bidang Pemerintzhan, Prasarana dan Teknologi.

Bideng Informasi dan Kearsipan, terdiri dari .

1. Sub Bidang Pelayanan Infcrmasi;
2. SubBidang Perertiban, Kearsipan dan Dokumentasi.

Didang Telematika, terdidiri dari -

1. Sub Bidang ‘leknologi Informasi dan Pengolahan
2. glrl?éijzng Sandi dan Telekomunikasi.

UPT.

Eelompok Jabatan Fungsional.

Bagan susupan organisasi Badan Pepelitian, Pengembangan,
Telematika dan Arsip Daeral sehagaimana tercantum pada ampiran,
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,



BAB V
TATAKERJA
Pasal 6

Kepala Badan dalam melzksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum
vang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Kepala Bagian Tata Usaha,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UFT dan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisonixl baik
dalam lmgkungan kerja masing-masing maupun dengan unit kerja Tannya
sesuai dengan tugas pokoknva,

Pasal B

(1) Setiap pimpinan satuan  organisasi pada Badan Penelitian,
Pengembangan, lelematika dam Arsip Daerah wajib
mengkoordinasikan bawahannya dengan memberikan pedoman,
bimhingan, pembinzan dan pengawasan dalam pelaksanaan
migasmya

{2) Setiap pimpinan satwan organisasi pada Badan Penelitian
Pengembangan, Telematika dan Assip Daerah wajib  mentzat
Perawran Perundang-ondangan yang berlaku dan bertangungjawaly

kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara
berkala.

Pasal 9

Tugas pokok, fungsi, uraian tgas dan tatakerja Kepala Badan, Bagian Tata
Usaha, Bidang, Sub Bagizn, Sub Bidang, UPT dan Kelompek Jabatan
Fungsicnal pada Badan Penelitian, Pengembangan, Telematika dan Arsip
Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) Struktur Organisasi dan Tatakerja Badan Arsip, Informasi dan
Kehumasan yang relah ada pada saat Peraturan Daerah ini berlaku,
masih tetap berlaku sampai dengan pengisian formasi jabatan
berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan,

(2) Paling Lama dalam wakiu 6 (enam) bulan szjak berlakunyz Peraturan

Daerah ini, pengisian formasi jabatan szbagaimana dimaksud dzlam
Ayar(1) harus sudah dilaksanzkan.

BAR VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11



(1) Pembentukan, tugas pokok dam fungsi UPT diatur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

{2) Pada UPT dapatdibentuk saruan organisasi di bawah Kepala UPT yang
dipimpin pleh pzjabat struktural yang pembentukan, rugas pokok,
uraian tugas dan rincian tugasnya diatur lebih lanjut dengan Kepumsan

Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pembentukan .
tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Badan Arsip , Informasi dan
Eehumasan sehagaimana dintur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f,Pasal 10 E
dan Pasal 10 F Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tabun
2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 24 Tahon 2000 tentang Pembenukan, Susunan Organisasi dan
Tatakerja 1.emhaga Teknis Daerah Kzbupaten Banyumas dinyatakan Lidak
berlaku lagi

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetzhuinyd, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas.

10

Ditetapkan di Purwokerto
padatanggal 31 Mei 2004

BUPATI BANYUMAS
ttd

ARISSETIOND
Diundangkan di Purwokertn
Pada Tanggal 1 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

ttd

SINGGIH WIRANTO ., SH, -
NIP. 500. 086. 384

LEMBARAN DAERAH EABUPATEN BANYUMAS NOMOR &
SERI D

il



BAGAN SUSUMNAN ORGANISAS
BADAN PFEMELITIAN FENGEMBANGAN, TELEMATIHA AN ARSIF DAERAH

Lanpian  Peratursn Disish Kaoupaten Banyumas
Nxmor 5 Tatun 2004

KABUPATEN BANYUMAS Tanggal 31 Me 2004
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